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ABSTRAK

CATATAN

Dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara diamanahkan bahwa
Kementerian harus menyusun Peta Proses Bisnis.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 5 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015;
PERMENPANRB No. 12 Tahun 2011; KEPMENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003;
PERMENHUB No. 48 Tahun 2012; PERMENHUB No. 61 Tahun 2012; PERMENHUB
No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 3 Tahun 2016; PERMENPANRB No. 35
Tahun 2012; PERMENHUB No. 15 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Proses Bisnis di Lingkungan
Kementerian Perhubungan meliputi Identifikasi proses bisnis, mencari,
menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan
informasi serta menetapkan nama dan kode proses bisnis, peta proses bisnis.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September
2017 dan ditetapkan tanggal 7 September 2017.



